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Penelitian ini beranjak dari adanya kasus pernikahan seorang anak
perempuan yang menjadi wali dalam pernikahannya tersebut adalah ayah
biologisnya sendiri. Berdasarkan informasi anak itu dilahirkan di luar pernikahan
yang sah, Pada saat dinikahi ibunya sudah mengandung terlebih dahulu dengan
usia kandungan 6 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan
beberapa tokoh masyarakat terhadap kasus perwalin anak zina dan alasan mereka
berpandangan seperti itu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Untuk mengumpulkan
data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik
wawancara Yaitu dengan tanya jawab terhadap informan tentang masalah yang
penulis teliti. Subjek dalam penelitian ini ada 3 orang informan yang terdiri dari 3
tokoh masyarakat sedangkan yang menjadi objeknya adalah pandangan tokoh
masyarakat terhadap kasus tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara terhadap
para informan, bahwa informan pertama dan ketiga mengatakan bahwa perwalian
nikah anak zina yang dinikahkan oleh ayah biologisnya itu tidak sah, dan
informan yang kedua menyebutkan tentang usia kandungan yang membolehkan
ayah biologisnya menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Jika, usia
kandungannya 5 bulan ke atas maka ayah biologisnya boleh menjadi wali, dan
jika usia kandungannya di bawah 5 bulan maka ayah biologisnya tidak boleh
menjadi wali dalam pernikahan. Adapun alasan mereka berpandangan seperti itu
informan pertama dan ketiga mereka berpendapat bahwa dalam kitab fikih dan
para ulama sepakat bahwasanya nasab anak zina itu terputus dengan ayahnya, dan
yang seharusnya menjadi wali dalam pernikhan tersebut ialah wali hakim.

Penulis setuju dengan informan pertama dan ketiga bahwasanya perwalian
nikah anak zina dilakukan oleh wali hakim dan tidak boleh dilakukan oleh ayah
biologisnya, karena nasabnya terputus dan ini sudah dijelaskan dalam kitab fikih.
Mengenai informan kedua penulis kurang setuju karena tidak sesuai dengan
ketetapan ulama figih.



